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perencanaan pajak, profitabilitas, komisaris 
independen, komite audit, persediaan, struktur 
modal. 
This study examines the effect of profitability, corporate 
governance, inventory intensity, and leverage on tax avoidance. 
Corporate governance in this study consists of independent 
commissioners and audit committees. The method used in this 
study is quantitative. This study uses secondary data obtained 
from the financial statements of mining companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange from 2016 to 2019, which were 
downloaded through www.idx.co.id. Based on purposive 
sampling, the total sample of this study amounted to 72 
observations. The data analysis technique used is multiple 
linear regression analysis for sample data. This study concludes 
that profitability has a positive effect on tax avoidance. 
Meanwhile, independent commissioners, audit committees, 
and inventory intensity do not affect tax avoidance. 
Furthermore, leverage has a negative effect on tax avoidance.  
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, tata 
kelola perusahaan, intensitas persediaan, dan leverage terhadap 
penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan dalam penelitian ini 
terdiri dari komisaris independen dan komite audit. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 
perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 
selama tahun 2016 sampai 2019 yang diunduh melalui www.idx.co.id. 
Berdasarkan purposive sampling, total sampel penelitian ini berjumlah 
72 observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda untuk data sampel. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak. Sementara itu, komisaris independen, komite 
audit, dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap 
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1. PENDAHULUAN  
 
Perusahaan sebagai wajib pajak badan 
merupakan salah satu penyumbang kontribusi pajak di 
Indonesia (Rachdianti, 2016). Adanya penghindaran 
pajak yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan 
Pemerintah berstrategi untuk meminimalisir aktivitas 
tersebut (Annuar et al, 2014). Perusahaan menganggap 
bahwa pajak merupakan beban yang harus dikeluarkan 
atas penghasilan yang diperoleh dalam satu periode 
yang dampaknya dapat mengurangi laba bersih. Di sisi 
lain, penerimaan pajak bagi pemerintah merupakan 
pemasukan negara yang memiliki peran penting untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan. 
Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan 
pemerintah ini menyebabkan wajib pajak cenderung 
untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan 
berbagai upaya tax avoidance baik legal maupun illegal 
(Moeljono, 2020). 
Perusahaan memiliki alasan untuk mengurangi 
jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Pertama, 
perusahaan tidak akan mendapatkan kontribusi secara 
langsung dari pemerintah atas pajak yang telah 
dibayarkan. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum 
dan Tata Cata Perpajakan  (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 
Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pajak adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, besar kecilnya 
pajak yang dibayarkan perusahaan digunakan untuk 
keperluan negara, walaupun perusahaan tidak 
merasakan manfaat atau keuntungannya secara 
langsung. Kedua, bagi perusahaan, uang tunai yang 
dibayarkan untuk pajak lebih baik dialihkan untuk 
investasi yang menguntungkan dalam rangka 
menambah arus kas perusahaan di masa depan dan 
untuk meningkatkan nilai perusahaan. Keuntungan 
perusahaan semakin tinggi apabila perusahaan 
berhasil menekan beban pajak yang berdampak pada 
kenaikan laba bersih setelah pajak. Tindakan 
perencanaan perpajakan yang dilakukan oleh 
perusahaan menjadi salah satu kendala bagi 
pemerintah dalam mengusahakan kepatuhan wajib 
pajak badan agar perusahaan memenuhi kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 
Selain itu, dari sudut pandang investor tindakan 
penghindaran pajak mencerminkan adanya 
kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan 
manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi 
asimetri (Karimah & Taufiq, 2016). Oleh karena itu, bagi 
investor yang mengetahui aktivitas tersebut dapat 
memberikan penilaian yang kurang baik. 
Perusahaan selaku wajib pajak selalu berusaha 
untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, 
sepanjang tindakan tersebut diperkenankan oleh 
peraturan perundangan. Banyak perusahaan yang 
melakukan perencanaan pajak agar dapat membayar 
pajak sekecil mungkin. Perencanaan pajak merupakan 
rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan 
keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban 
perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar 
peraturan perpajakan (Pohan, 2013). Salah satu cara 
legal yang marak digunakan oleh wajib pajak untuk 
memperkecil beban pajaknya adalah dengan 
melakukan penghindaran pajak.Penghindaran pajak 
adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau 
perusahaan secara legal dengan menggunakan strategi 
perpajakan yang dianggap relevan (Hartoto, 2018). 
Selain itu, penghindaran pajak merupakan usaha-usaha 
yang masih termasuk di dalam konteks peraturan 
peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan 
celah hukum untuk memperkecil jumlah pajak yang 
terhutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang 
akan datang sehingga dapat membantu memperbaiki 
cash flow perusahaan (Karimah & Taufiq, 2016).  
Adanya perbedaan kepentingan antara 
pemerintah dan perusahaan dalam memandang 
kewajiban perpajakan menjadi salah satu masalah yang 
sering dibahas baik secara praktis maupun secara 
akademis. Pemerintah menggangap bahwa adanya 
aktivitas penghindaran pajak dapat menimbulkan 
kerugian bagi negara sehingga menyebabkan tax gap 
yang sekaligus melemahkan daya pajak dalam 
penerimaan negara (Wibawa et al., 2016). Sementara 
itu, dari sudut pandang perusahaan penghindaran 
pajak merupakan salah satu komponen biaya politik 
yang dapat menurunkan laba yang diperoleh 
perusahaan dalam suatu periode tertentu (Ferdiawan 
& Firmansyah, 2017). Penurunan laba dapat 
mengurangi kesempatan perusahaan dalam 
mengembangkan bisnisnya (Septian & Lestari, 2016). 
Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah 
dan perusahaan dapat menjadi perhatian bagi pemilik 
perusahaan terkait informasi asimetri, sehingga 
aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh 
perusahaan perlu diinvestigasi lebih lanjut. 
Beberapa penelitian penghindaran pajak di 
Indonesia telah diinventarisir oleh Arham et al. (2020). 
Arham et al. (2020) menemukan bahwa faktor-faktor 
yang digunakan dalam pengujian penghindaran pajak 
di Indonesia antara lain ukuran perusahaan, 
kepemilikan institusional, komite audit, leverage, 
komisaris independen, profitabilitas, kualitas audit, 
corporate social responsibility, capital intensity, 
kepemilikan manajerial, intensitas persediaan. 
Berdasarkan mapping pengujian yang telah dilakukan 
dalam penelitian sebelumnya (Arham et al., 2020), 
penghindaran pajak dapat terjadi akibat diskresi 
manajer dengan tujuan tertentu atau adanya pihak di 
luar manajer yang dapat menurunkan aktivitas 
penghindaran pajak melalui tindakan monitoring atas 
aktivitas-aktivitas manajer di dalam perusahaan.  
Penghindaran pajak cenderung dilakukan oleh 
perusahaan ketika perusahaan memiliki keuntungan 
yang semakin tinggi. Selain itu, mekanisme 
pengawasan kinerja manajer melalui penerapan tata 
kelola menentukan tingkat penghindaran pajak 
(Nugroho & Firmansyah, 2017). Aktivitas operasi 
perusahaan yang dijalankan oleh manajer dapat 
dijadikan motif manajer dalam melakukan 
penghindaran pajak seperti pengelolaan persediaan. 
Selanjutnya, penggunaan utang lebih besar 
Jurnal Pajak Indonesia Vol.5, No.1, (2021), Hal.20-31 PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA: 
TATA KELOLA PERUSAHAAN, INTENSITAS PERSEDIAAN, LEVERAGE 
Astrid Yulianty, Maradela Ermania Khrisnatika, Amrie Firmansyah Halaman 22    
dibandingkan dengan modal saham dalam struktur 
modal perusahaan juga menjadi salah satu motif 
manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
menginvestigasi profitabilitas, komisaris independen, 
intensitas persediaan, dan leverage terhadap 
penghindaran pajak. Adanya inkonsistensi pengujian 
dalam hasil penelitian sebelumnya menjadi motivasi 
penelitian ini untuk dilakukan.  
Profitabilitas menggambarkan kemampuan 
perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat 
penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Priatna, 
2016). Kraft (2014) membuktikan bahwa banyak 
perusahaan yang memiliki laba tinggi terlibat dalam 
penghindaran pajak. Zahra (2016) menyimpulkan 
bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak. Namun, Oktamawati (2017) &  
Novita et al. (2020) menemukan bahwa profitabilitas 
berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 
Adanya perbedaan pengujian dalam penelitian-
penelitian tersebut perlu untuk dilakukan pengujian 
kembali. 
Tata kelola perusahaan merupakan sistem 
yang mengatur dan mengendalikan perusahaan demi 
terciptanya nilai perusahaan (Wibowo, 2010). Struktur 
tata kelola perusahaan terdiri dari perangkat untuk 
mencapai tujuan perusahaan dan pengawasan atas 
kinerja manajer dalam perusahaan (Nugroho & 
Firmansyah, 2017). Wibawa et al. (2016) 
menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen 
dan komite audit berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak. Diantari & Ulupi (2016) 
menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan 
komite audit berpengaruh negatif terhadap 
penghindaran pajak. Sari (2014) dan Oktamawati 
(2017) menemukan bahwa komite audit tidak 
berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, 
namun Sari (2014) menemukan bahwa dewan 
komisaris independen memiliki pengaruh positif 
terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil 
pengujian dalam penelitian sebelumnya 
mengakibatkan pengujian atas komisaris independen 
dan komite audit terhadap penghindaran pajak perlu 
untuk dinvestigasi kembali. 
Intensitas persediaan mengukur seberapa 
banyak persediaan yang diinvestasikan oleh 
perusahaan. Persediaan yang semakin besar dimiliki 
oleh perusahaan mengakibatkan beban pemeliharaan 
dan beban penyimpanannya menjadi besar. Beban 
tersebut dapat mengurangi laba perusahaan dalam 
suatu periode sehingga kewajiban pajak perusahaan 
kepada pemerintah menjadi berkurang (Andhari & 
Sukartha, 2017). Dwiyanti & Jati (2019) membuktikan 
bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif 
terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, Anindyka 
et al. (2018) menyatakan bahwa intensitas persediaan 
berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 
Artinasari & Mildawati (2018) menemukan bahwa 
intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. Adanya inkonsistensi hasil 
pengujian sebelumnya mengakibatkan pengujian 
kembali intensitas persediaan perlu untuk dilakukan. 
Leverage merupakan pilihan manajer dalam 
menggunakan utang lebih banyak dibandingkan 
dengan modal saham (Nurhandono & Firmansyah, 
2017). Laba rugi perusahaan dapat dipengaruhi oleh 
penggunaan utang perusahaan yang berdampak pada 
pajak perusahaan akibat beban bunga yang ditanggung 
perusahaan (Lukiana & Hartono, 2014). Oktamawati 
(2017) dan Pajriansyah & Firmansyah (2017) 
menemukan bahwa leverage berpengaruh positif 
terhadap tax avoidance, sedangkan Jamaludin (2020) 
membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruh 
terhadap tax avoidance. Adanya inkonsistensi hasil 
pengujian tersebut mengakibatkan perlunya pengujian 
kembali leverage terhadap penghindaran pajak. 
2. KERANGKA TEORI DAN 
PENGEMBANGAN HIPOTESIS  
 
Teori Keagenan 
Wongso (2012) menyatakan bahwa teori 
keagenan menjelaskan pemisahan antara fungsi 
pengelolaan oleh manajer dengan fungsi kepemilikan 
oleh pemegang saham dalam suatu perusahaan. 
Menurut Jensen & Meckling (1976), terdapat pemberian 
wewenang dari principal kepada agen untuk 
menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan 
atas nama principal. Hubungan keagenan muncul ketika 
satu atau lebih orang mempekerjakan orang lain untuk 
memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan 
wewenang pengambil keputusan kepada agen tersebut. 
Amalia et al (2020) menjelaskan bahwa Principal 
mendelegasikan tanggung jawab untuk membuat 
keputusan dalam perusahaan kepada agen.  
Teori agensi menekankan hubungan antara 
prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen), di 
mana prinsipal mempunyai kewenangan dalam hal 
membuat kebijakan dalam perusahaan sedangkan agen 
adalah pelaksana kebijakan tersebut. Apabila ditinjau 
dari sisi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan 
oleh manajer, terdapat motif tertentu dari manajer 
dengan memanfaatkan informasi asimetri antara 
manajer dan pemegang saham (Aryotama & 
Firmansyah, 2019; Falbo & Firmansyah, 2021). Di sisi 
lain, terdapat kecenderungan manajer melakukan 
aktivitas penghindaran pajak untuk menyeleraskan 
kepentingannya dengan pemegang saham melalui 
peningkatan nilai perusahaan (Irawan & Turwanto, 
2020). Dari dua hal tersebut, pemegang saham lebih 
menginginkan manajemen untuk lebih berhati-hati 
dalam menjalankan operasi perusahaan dengan tidak 
melakukan tindakan penghindaran pajak yang akan 
berdampak pada reputasi perusahaan dan 
kelangsungan usahanya (Ningrum et al, 2019). 
Pengembangan Hipotesis 
Dalam konteks teori keagenan, manajer 
memiliki kewenangan untuk menjalankan perusahaan 
dan mengambil keputusan yang cenderung 
menguntungkan kepentingan mereka yaitu 
meningkatkan laba operasi perusahaan (Jensen & 
Meckling, 1976). Salah satu satu motif manajer untuk 
meningkatkan laba operasi yaitu untuk mendapatkan 
bonus lebih tinggi (Saksessia & Firmansyah, 2020; 
Jananto & Firmansyah, 2019). Namun, untuk dapat 
mendapatkan laba yang tetap tinggi, manajer 
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melakukan teknik-teknik untuk melakukan 
penghindaran pajak. Oleh karena itu, manajer 
cenderung untuk tetap mempertahankan tingkat 
profitabilitas yang tinggi. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & 
Noviari (2017), Hutapea & Herawaty (2020), Dwiyanti & 
Jati (2019), dan Oktamawati (2017) menunjukkan 
bahwa keuntungan perusahaan yang semakin besar 
mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan 
penghindaran pajak. Manajer mungkin memiliki motif 
lain terkait dengan laba yang diperoleh dalam satu 
periode tertentu, baik untuk kepentingan pribadi 
manajer atau untuk kepentingan strategi perusahaan. 
Peningkatan laba yang tinggi juga selaras dengan 
aktivitas penghindaran pajak (Irawan et al., 2020). 
Aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan untuk 
mendapatkan tingkat laba yang tinggi dilakukan 
manajer memiliki informasi yang lebih sempurna 
dibandingkan dengan pemegang saham. Oleh karena 
itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: 
H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax 
avoidance 
Dalam rangka melakukan monitoring kinerja 
manajer, dewan komisaris independen sebagai 
perangkat tata kelola perusahaan bertugas untuk 
memastikan prinsip dan praktik tata kelola perusahaan 
telah diterapkan dengan baik, serta mengusahakan 
perlakuan yang adil bagi pemegang saham minoritas 
dan pemangku kepentingan yang lain (Wibowo, 2010). 
Dewan komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi 
dengan pemegang saham pengendali, direksi, maupun 
dewan komisaris (Annisa & Kurniasih, 2012). 
Keberadaan dewan komisaris independen dapat 
membantu perusahaan dalam mengawasi setiap 
tindakan manajemen agar tidak bertentangan dengan 
hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan. 
Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer untuk 
menjalankan motif-motif tertentu akibat adanya 
ketidakseimbangan informasi antara manajer dan 
pemegang saham. Hadirnya dewan komisaris 
independen mendorong manajer untuk meminimalisir 
adanya tindakan penghindaran pajak yang tidak selaras 
dengan kepentingan pemegang saham.  
Mahardani & Suardana (2014) dan Diantari & 
Ulupi (2016) menunjukkan bahwa dewan komisaris 
independen memiliki peran untuk menurunkan aktivitas 
penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer. 
Komisaris independen memiliki peran dalam 
mendukung kepentingan pemegang saham ketika 
manajer melakukan tindakan dan kebijakan yang tidak 
sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Adanya 
pengawasan dari komisaris independen, manajer akan 
lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan 
perpajakan dan lebih transparan dalam 
mengungkapkan informasi laporan keuangan kepada 
pemegang saham. Oleh karena itu, komisaris 
independen diharapkan dapat mengurangi masalah 
keagenan yang muncul seperti sikap oportunistik 
manajer melalui perencanaan pajak yang digunakan 
untuk motif-motif tertentu. Dengan demikian, hipotesis 
kedua adalah sebagai berikut: 
H2: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif 
terhadap tax avoidance 
Dalam melakukan pengawasan terhadap 
kinerja manajer, dewan komisaris dibantu oleh komite 
audit. Komite audit merupakan komite penunjang 
dewan komisaris yang diketuai oleh komisaris 
independen (Chrisdianto, 2013). Komite audit berfungsi 
sebagai pihak yang membantu melakukan pengawasan 
atas kebijakan keuangan, akuntansi, pengendalian 
internal, dan pelaksanaan audit baik internal maupun 
eksternal (Merawati & Hatta, 2014). Dalam rangka 
menjalankan fungsi pengawasan, komite audit berperan 
dalam mempertahankan independensinya untuk 
mewujudkan tata kelola yang baik. Komite audit yang 
bersifat obyektif dapat memberikan rekomendasi atas 
upaya perbaikan bagi manajemen perusahaan agar 
selalu mampu menjalankan operasi usaha sesuai 
dengan tata nilai yang seharusnya termasuk aktivitas 
perpajakan yang dilakukan oleh manajer dalam 
perusahaan. 
Diantari & Ulupi (2016) dan Tandean (2016) 
menyimpulkan bahwa komite audit memiliki peran 
dalam menurunkan tindakan penghindaran pajak yang 
dilakukan oleh manajer. Komite audit yang bertugas 
untuk melakukan pengawasan terhadap manajer terkait 
dengan penyusunan laporan keuangan perusahaan 
dapat mencegah tindakan oportunistik manajer. 
Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer diduga 
merupakan tindakan yang dapat menguntungkan dari 
sisi manajer sepihak. Komite audit yang memiliki 
keahlian dalam pelaporan keuangan dapat mendeteksi 
tindakan penghindaran pajak tersebut, sehingga 
manajer dapat menyeleraskan kepentingan dengan 
pemegang saham. Dengan demikina, hipotesis ketiga 
dalam penelitian ini adalah:  
H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap 
penghindaran pajak 
Intensitas persediaan menunjukkan seberapa 
besar persediaan yang dimiliki perusahaan atau 
seberapa besar investasi perusahaan pada persediaan 
(Putri & Lautania, 2016). Kondisi tersebut dapat 
digunakan oleh manajer sebagai dasar untuk melakukan 
penghindaran pajak. Informasi intenstitas persediaan 
mungkin hanya dimiliki oleh manajer yang lebih 
memiliki informasi lengkap dibandingkan pemegang 
saham. Dwiyanti & Jati (2019) menemukan bahwa 
intensitas persediaan memicu tindakan penghindaran 
pajak oleh manajer. Kondisi ini terjadi akibat 
peningkatan biaya yang harus ditanggung perusahaan 
yang kemudian menurunkan laba perusahaan. 
Adisamartha & Noviari (2015) menyimpulkan bahwa 
perusahaan akan berusaha meningkatkan persediaan 
akhir sehingga menimbulkan tambahan beban atau 
biaya-biaya bagi perusahaan untuk mengurangi laba 
bersih dan berkurangnya beban pajak. 
Intensitas persediaan merupakan suatu 
pengukuran yang menilai total persediaan akhir di 
dalam gudang (investasi perusahaan) terhadap total 
aset perusahaan. Semakin tinggi intensitas persediaan 
perusahaan, maka beban tambahan atas persediaan 
akan semakin tinggi yang berakibat pada menurunnya 
laba dan beban pajak yang seharusnya dibayar. Kondisi 
ini dapat dimanfaatkan oleh manajer dalam melakukan 
aktivitas penghindaran pajak yang tidak diketahui oleh 
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pemegang saham. Dengan demikian, hipotesis keempat 
dalam penelitian ini adalah:  
H4: Inventory intensity berpengaruh positif terhadap tax 
avoidance 
Manajer dapat memanfaatkan diskresinya 
dalam mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh 
perusahaan termasuk kebijakan utang (Firmansyah et 
al., 2020). Adanya asimetri informasi antara manajer 
dan pemegang saham digunakan oleh manajer sebagai 
celah untuk menggunakan sumber pendanaan utang. 
Dampak penggunaan utang mengakibatkan perusahaan 
menanggung beban bunga yang semakin tinggi. Kondisi 
ini dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan 
aktivitas penghindaran pajak. Oktamawati (2017) 
membuktikan bahwa penggunaan utang yang lebih 
besar dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan 
tindakan penghindaran pajak.  
Hutang mempunyai beban tetap berupa bunga 
yang dibayarkan perusahaan kepada kreditor pada 
periode tertentu setiap tahunnya (Nurhandono & 
Firmansyah, 2017; Pajriansyah & Firmansyah, 2017). 
Bunga hutang akan mengurangi laba operasi 
perusahaan pada income statement yang akan 
menghasilkan laba sebelum pajak. Penggunaan 
pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang dapat 
meningkatkan bunga hutang yang harus dibayar 
perusahaan kepada kreditor. Bunga hutang akan 
mengakibatkan laba sebelum pajak menjadi lebih kecil 
dan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan 
oleh perusahaan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh manajer 
dalam untuk bertindak secara oportunistik melakukan 
penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis 
kelimat dalam penelitian ini adalah: 
H5: Leverage berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak 
 
3.    METODE PENELITIAN  
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian 
menggunakan data sekunder yang diambil dari laman 
resmi Bursa Efek Indonesia, http://www.idx.co.id, 
berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2016 sampai dengan tahun 2019. Penggunaan data 
perusahaan pertambangan dalam penelitian ini karena 
tahun 2016 perusahaan pertambangan mulai 
mengalami pemulihan dari keterpurukan yang terjadi di 
tahun 2015 yang disebabkan oleh penurunan harga 
komoditas sebesar 25% dibanding tahun sebelumnya 
(https://www.pwc.com/id) sehingga banyak 
perusahaan sektor pertambangan yang mengalami 
kerugian, terutama perusahaan batu bara yang 
memberikan kontribusi 80% terhadap kinerja sektor 
pertambangan (https://ekonomi.bisnis.com/).  
Berdasarkan purposive sampling kriteria sampel 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Sampel Penelitian 
No. Keterangan Jumlah 
1 Perusahaan terdaftar di BEI yang diklasifikasikan dalam sektor pertambangan bulan Juli 
2020 
49 
2 Perusahaan terdaftar di BEI setelah 1 Januari 2016 6 
3 Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tidak lengkap termasuk 
pengungkapannya tahun 2016 hingga 2019 secara berturut-turut 
6 
4 Perusahaan mempunyai pretax income negatif selama periode penelitian 18 
Jumlah perusahaan pertambangan yang memenuhi kriteria 18 
Jumlah tahun pengamatan 4 
Jumlah sampel penelitian 72 
Sumber: diolah 
Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 
tax avoidance. Penelitian ini menggunakan Effective Tax 
Rates (ETR) sebagai proksi dalam pengukuran tax 
avoidance sebagaimana Hartoto (2018), dan Dwiyanti & 
Jati (2019). Menurut Hanlon & Heinztman (2010) 
pendekatan ETR mampu menggambarkan tax 
avoidance yang berasal dari dampak beda temporer dan 
memberikan gambaran menyeluruh mengenai 
perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan 
pajak tangguhan. Menurut Hartoto (2018) semakin 
rendah nilai ETR semakin agresif tindakan tax avoidance 
yang dilakukan perusahaan.  




 Variabel independen dalam penelitian ini 
terdiri dari profitabilitas, dewan komisaris independen, 
komite audit, intensitas persediaan, dan leverage. 
Proksi dari profitabilitas dalam penelitian ini 
menggunakan Return on Asset (ROA) sebagaimana 
Oktamawati (2017). 




 Komisars dewan independen dalam penelitian 
ini mengikuti proksi yang digunakan oleh Nugroho & 
Firmansyah (2017) yaitu:  
Proporsi dewan komisaris independen
=
jumlah dewan komisaris independen
total dewan komisaris perusahaan
 
Komite audit dalam penelitian ini mengikuti 
proksi yang digunakan oleh Oktamawati (2017) yaitu: 
Komite Audit
= Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan 
Proksi intensitas persediaan dalam penelitian 
mengikuti proksi yang digunakan oleh Anindyka et al. 
(2018) yaitu:  
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Leverage dalam penelitian ini mengikuti Debt 
to Equity Ratio (DER) sebagaimana Oktamawati (2017) 
yaitu: 




Penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linear berganda dengan menggunakan data panel. 
Adapun model penelitian dijabarkan dalam persamaan 
berikut: 
𝐸𝑅𝑇𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 +  𝛽2𝐾𝑜𝑚𝐼𝑛𝑑𝑖𝑡
+  𝛽3𝐾𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 +  𝛽4𝐼𝑁𝑉𝐼𝑁𝑖𝑡 
+  𝛽5𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 
Dimana: 
ETRit = tax avoidance perusahaan i pada tahun t 
ROAit = profitabilitas perusahaan i pada tahun t 
KomInd = dewan komisaris independen perusahaan i 
pada tahun t 
KAud = komite audit perusahaan i pada tahun t 
INVINit  = intensitas persediaan perusahaan i pada 
tahun t 
LEVit = leverage perusahaan i pada tahun t
4. HASIL PENELITIAN  
 
Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
 
Tabel 2 Statistik Deskriptif 
 ETR ROA KOMIND KAUD INVIN LEV 
Mean  0.359  0.104  0.412  3.013  0.052  1.092 
Med.  0.308  0.068  0.400  3.000  0.050  0.705 
Max.  1.113  0.456  0.750  4.000  0.164  5.976 
Min.  0.166 -0.003  0.250  0.000  0.006  0.119 
Std. Dev.  0.169  0.101  0.102  0.741  0.035  1.101 
Obs.  72  72  72  72  72  72 
Sumber: diolah 
 
Berdasarkan uji pemilihan model untuk data panel, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan common effect 
model sebagaimana Tabel 3
Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis 
Variable Coeff. t-Stat. Prob.  
C 0.392 10.608 0 *** 
ROA -0.481 -4.593 0 *** 
KOMIND -0.057 -1.105 0.1365 
KAUD -0.0003 -0.028 0.4885 
INVIN -0.038 -0.184 0.427 
LEV 0.025 2.133 0.018 ** 
R2 0.462   
Adj. R2 0.421   
F-stat. 11.354   
Prob(F-stat.) 0.000    
Sumber: diolah
Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak 
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 
profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR yang 
menunjukkan bahwa profitabiltias berpengaruh positif 
terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian Dewi & Noviari (2017), 
Hutapea & Herawaty (2020), Dwiyanti & Jati (2019), 
dan Oktamawati (2017). Hasil pengujian 
mengkonfirmasi teori agensi yang menyatakan laba 
perusahaan yang semakin besar menjadi dasar 
penghitungan beban pajak, sehingga kondisi ini 
mengakibatkan kecenderungan manajer untuk 
melakukan penghindaran pajak. Terkait dengan data 
yang digunakan dalam penelitian ini, perusahaan 
pertambangan mengalami keterpurukan di tahun 2015 
yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas 
sebesar 25% dibanding tahun sebelumnya sehingga 
banyak perusahaan sektor pertambangan yang 
mengalami kerugian (www.pwc.com).  
Ketika laba perusahaan kembali pulih di tahun 
2016, perusahaan lebih memilih menggunakan labanya 
untuk memulihkan kondisi perusahaannya 
dibandingkan untuk membayar pajak, seperti 
melakukan investasi, menaikkan kapitalisasi pasar 
perusahaan yang sempat anjlok, dan lain-lain. 
Walaupun tidak sejalan dengan kepentingan 
pemerintah dan pemegang saham, perusahaan 
menggunakan diskresinya untuk meningkatkan potensi 
keberlangsungan perusahaan. Selain itu, walaupun 
perusahaan pertambangan memiliki tingkat risiko 
pasca tambang dan risiko ketidakpastian masa depan 
yang tinggi (Rizki & Firmansyah, 2021), manajer dalam 
perusahaan berusaha untuk mempertahankan 
posisinya karena adanya kesempatan masa depan yang 
lebih baik seiring membaiknya kondisi perekonomian 
di Indonesia. 
Pengaruh komisaris independen terhadap 
penghindaran pajak 
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax 
avoidance. Hasil pengujian ini tidak konsisten dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Diantari & Ulupi (2016) 
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dan Mahardani & Suardana (2014). Berdasarkan 
laporan keuangan perusahaan pertambangan periode 
2016 sampai 2019 yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini, masing-masing perusahaan memiliki 
proporsi dewan komisaris independen yang beragam. 
Sebagian dari sampel tersebut memiliki proporsi 
dewan komisaris independen yang lebih besar 
dibandingkan dewan komisaris yang terafiliasi dengan 
manajemen dan sebagian lagi memiliki proporsi yang 
lebih kecil. Nilai rata-rata proporsi dewan komisaris 
independen yang dimiliki perusahaan sampel sebesar 
41,20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sampel 
penelitian telah memenuhi ketentuan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 yang 
menyatakan bahwa jumlah komisaris independen 
wajib sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. 
Akan tetapi, banyaknya proporsi Dewan Komisaris 
Independen terhadap seluruh jumlah dewan komisaris 
dalam penelitian ini ternyata belum mampu 
membuktikan adanya pengaruh dalam menurunkan 
tindakan penghindaran pajak di perusahaan.  
Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi teori 
agensi yang menyatakan bahwa dewan komisaris 
independen dapat berperan dalam melakukan 
pengawasan tindakan manajer oleh principal, dapat 
mencegah praktik tax avoidance yang menimbulkan 
dampak negatif bagi reputasi perusahaan dan 
kelangsungan usaha. Penelitian ini menduga bahwa 
apabila sebuah perusahaan memiliki jumlah dewan 
komisaris independen yang lebih sedikit dibandingkan 
dewan komisaris yang terafiliasi dengan manajemen, 
maka terdapat kemungkinan terjadinya pembatasan 
informasi yang seharusnya dapat dipantau lebih dalam 
oleh komisaris independen. Begitupun sebaliknya, 
walaupun jumlah dewan komisaris independen lebih 
banyak dibandingkan jumlah dewan komisaris yang 
terafiliasi dengan manajemen, belum tentu semua 
anggota dewan komisaris independen dapat 
menunjukkan independensinya dalam melakukan 
monitoring dan pengawasan atas tindakan manajer 
dalam perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan fungsi 
pengawasan tidak berjalan dengan baik dan 
berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap 
manajemen atas dugaan praktik tax avoidance.  
Selain itu, pedoman Good Corporate 
Governance (GCG) Indonesia 2006 menyatakan bahwa 
dewan komisaris tidak boleh ikut serta dalam 
pengambilan keputusan operasional dan hanya 
berwenang sebagai pengawas dan penasehat 
manajemen. Keterbatasan wewenang dewan 
komisaris terutama peran dewan komisaris 
independen di suatu perusahaan belum dapat 
mencegah tindakan penghindaran pajak yang 
dilakukan oleh manajer. Selain itu, pengawasan yang 
dilakukan oleh dewan komisaris independen cukup 
sulit untuk menurunkan perilaku penghindaran pajak 
karena komisaris independen hanya dapat mengawasi 
kinerja manajemen, sedangkan pengambilan 
keputusan kebijakan perusahaan tetap menjadi 
wewenang manajemen itu sendiri (Agusti, 2014).  
Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak 
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa komite 
audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Diantari & Ulupi (2016) dan Tandean 
(2016). Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawasan 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-
643/BL/2012 Peraturan No.IX.I.5 tentang 
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite 
Audit, mengatur bahwa komite audit paling sedikit 
terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari 
Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau 
Perusahaan Publik. Berdasarkan laporan keuangan 
perusahaan pertambangan periode 2016 sampai 2019 
yang menjadi sampel dalam penelitian ini, hampir 
seluruh perusahaan memiliki jumlah komite audit yang 
telah ditentukan dengan rata-rata 3 (tiga) orang 
anggota. Walaupun perusahaan sampel telah 
memenuhi ketentuan regulasi, akan tetapi hasil 
penelitian ini belum dapat mengkonfirmasi teori agensi 
bahwa banyaknya komite audit sebagai pendukung 
dewan komisaris independen dapat membantu 
melakukan pengawasan terhadap tindakan manajer 
dalam perusahaan termasuk, dapat meminimalisir 
tindakan penghindaran pajak.  
Banyaknya komite audit di dalam suatu 
perusahaan dapat memunculkan konflik komunikasi 
dalam membuat suatu keputusan kelompok komite 
audit (Nugroho & Firmansyah, 2017) . Akan tetapi, 
jumlah anggota komite audit yang sedikit juga tidak 
efektif dalam melakukan pengawasan tindakan 
manajer dalam perusahana, terutama dalam 
mengawasi manajer perusahaan pertambangan yang 
cenderung memiliki risiko tinggi. Komite audit dengan 
jumlah sedikit cenderung lebih efisien, namun ide yang 
disampaikan lebih sedikit, sedangkan komite audit 
dengan jumlah banyak akan menimbulkan banyak 
konflik pendapat di antara mereka (Oktamawati, 
2017). Kecenderungan perusahaan melakukan 
penghindaran pajak bukan dari banyaknya jumlah 
komite audit, melainkan faktor lain seperti kualitas dan 
independensi komite audit itu sendiri (Nugroho & 
Firmansyah, 2017). Kualitas dapat dilihat dari 
kompetensi yang dimiliki masing-masing anggota 
komite audit dalam mendeteksi adanya kecurangan 
yang dilakukan manajer. Kompetensi ini juga harus 
didukung dengan latar belakang kemampuan 
akuntansi dan/atau keuangan seperti yang disyaratkan 
dalam pedoman Good Corporate Governance (GCG) 
Indonesia tahun 2006.  
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan 
dalam penelitian ini, latar belakang beberapa komite 
audit pada perusahaan sampel termasuk ketua komite 
audit tidak memiliki latar belakang akuntansi dan/atau 
keuangan, melainkan hukum dan teknik. Oleh karena 
itu, pemilihan anggota komite audit di beberapa 
perusahaan dimungkinkan tidak dilakukan berdasarkan 
kemampuan atau latar belakang pendidikan yang 
mereka miliki, melainkan adanya kepentingan pihak-
pihak tertentu atau alasan-alasan lain (Firmansyah et 
al., 2021). Banyaknya komite audit tanpa adanya 
anggota yang berkualitas, belum mampu 
mempengaruhi penurunan tindakan penghindaran 
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pajak yang dilakukan manajer. Hal yang sama juga 
berlaku pada independensi yang dimiliki oleh setiap 
anggota komite audit. Apabila perusahaan memiliki 
banyak komite audit namun tidak ada satupun dari 
mereka yang memiliki independensi kuat untuk 
mengungkapkan kecurangan, maka banyak sedikitnya 
komite audit tersebut tidak akan berpengaruh dalam 
meminimalisir tindakan penghindaran pajak.  
Pengaruh intensitas persediaan terhadap 
penghindaran pajak 
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 
intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak konsisten 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati 
(2019) dan Adisamartha & Noviari (2015). Hasil 
penelitian ini tidak mengkonfirmasi teori agensi yang 
menyatakan bahwa manajer berusaha memaksimalkan 
biaya tambahan yang terpaksa ditanggung perusahaan 
agar laba sebelum pajak terlihat sedikit sehingga beban 
pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi lebih kecil. 
Biaya tambahan yang timbul akibat tingginya intensitas 
persediaan yang dimiliki perusahaan belum mampu 
membuktikan kecenderungan perusahaan melakukan 
tindakan penghindaran pajak. Nilai investasi 
perusahaan pada persediaan bukan merupakan faktor 
yang menentukan jumlah kewajiban pajak yang 
ditanggung oleh perusahaan.  
Selain itu, perusahaan sampel diduga lebih 
memilih untuk berinvestasi lebih banyak pada aset 
tetap dibandingkan dengan persediaan karena beban 
penyusutan aset tetap lebih berpeluang besar menjadi 
pengurang laba dalam penghitungan pajak. Hal ini 
dapat dibuktikan dengan jumlah investasi aset tetap 
perusahaan pertambangan yang menjadi sampel 
penelitian cenderung bernilai sangat tinggi karena 
perusahaan tersebut membutuhkan alat-alat berat 
untuk menjalankan proses operasionalnya. Nilai aset 
tetap yang tinggi ini diikuti dengan beban penyusutan 
yang tinggi sehingga lebih berpotensi dalam 
mengurangi laba perusahaan agar beban pajak menjadi 
lebih kecil. Selain itu, perusahaan yang memiliki 
intensitas persediaan tinggi berkemungkinan 
menggunakan biaya tambahan tersebut hanya untuk 
menentukan harga pokok penjualan sebagai patokan 
dalam menentukan harga jual barang, bukan sebagai 
suatu cara untuk menurunkan laba agar pajaknya 
menjadi lebih kecil.  
Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak 
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 
leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran 
pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 
penelitian Oktamawati (2017), namun sejalan dengan 
pengujian Hutapea & Herawaty (2020) dan Zuesty 
(2016). Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi teori 
agensi yang menyatakan bahwa manajer cenderung 
untuk memaksimalkan beban tetap (beban bunga 
utang) yang ditanggung perusahaan agar laba sebelum 
pajak terlihat sedikit sehingga beban pajak yang 
seharusnya dibayarkan menjadi lebih kecil. Namun, 
hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi jika 
dilihat dari sisi principal. Ketika perusahaan 
mempunyai utang yang besar, prinsipal menginginkan 
agar laporan keuangan perusahaan dibuat dibuat 
secara hati-hati dan memperkecil risiko operasional 
perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja 
perusahaan. Ketika perusahaan memiliki nilai utang 
yang tinggi maka perusahaan memiliki ketergantungan 
yang besar kepada kreditur. Manajer akan lebih 
berhati-hati dan cenderung untuk menghindari risiko 
yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak 
karena kreditur melakukan pengawasan terkait dengan 
aktivitas manajer dalam operasional perusahaan.  
Selain itu, sektor pertambangan juga 
merupakan salah satu dari enam sektor penyumbang 
pendapatan pajak tertinggi di Indonesia sehingga 
sektor pertambangan akan mendapatkan perhatian 
khusus dari segi pengawasan perpajakannya. Ketika 
hutang perusahaan tinggi, maka faktor pengurang 
penghasilan sebelum pajak akan menjadi lebih besar 
sehingga otoritas pajak pasti akan menaruh perhatian 
lebih dalam melakukan penelitian untuk meneliti 
kewajaran dari hutang dan bunga hutang sebagai 
pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, 
kecenderungan manajer dalam melakukan 
penghindaran pajak menjadi kecil ketika perusahaan 
memiliki hutang dalam jumlah yang besar. 
 
5.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan 
pertambangan di Indonesia yang memiliki tingkat laba 
yang tinggi cenderung untuk melakukan penghindaran 
pajak. Sementara itu, komisaris independen dan 
komite audit sebagai unsur tata kelola perusahaan di 
Indonesia tidak berhasil untuk menekan tindakan 
penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer. 
Selanjutnya, intensitas persediaan tidak terkait dengan 
aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh 
manajer, sedangkan tingkat utang yang tinggi justru 
menurunkan aktivitas penghindaran pajak.  
 
6.   IMPLIKASI DAN 
KETERBATASAN  
 
Penelitian ini terbatas pada sampel perusahaan 
pertambangan periode tahun 2016-2019 dan 
menggunakan sektor pertambangan, sehingga hasil 
pengujian dalam penelitian ini tidak dapat 
menggeneralisir untuk data perusahaan sektor 
lainnya. Selain itu, pada penelitian ini penghindaran 
pajak hanya diukur menggunakan proksi ETR, 
sementara terdapat beberapa proksi lainnya yang 
digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
mengembangkan penelitian dengan menggunakan 
data dan informasi perusahaan sektor lainnya untuk 
membandingkan hasil pengujiannya dengan pengujian 
dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian selanjutnya 
dapat juga menggunakan proksi penghindaran pajak 
lainnya dan menambah periode penelitian untuk 
memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan 
komprehensif. 
Penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat laba 
yang tinggi pada perusahaan pertambangan dapat 
digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan 
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pengawasan oleh otoritas perpajakan di Indonesia. 
Selain itu, otoritas perpajakan di Indonesia perlu 
melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan 
terkait dengan pengaturan atas komisaris independen 
dan komite audit di perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia terkait fungsi pengawasan atas 
tindakan manajer dalam operasi perusaaan termasuk 
aktivitas penghindaran pajak.  
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